
NOMOR: 22

BERITA DAERAH .
KABUPATEN MAJALENGI(A

PERATURAN'SUPATI MAJALENGKA

TENTANG

TAHUN: 2016

KEDUDUKAN, SUSUNAN 'ORGANISASI, TUG AS POKOK DAN FUNGSI DINAS
DI LING~UNGAN' PEMERINTAH KABUPATEN'MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES,A

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

bahwa sebagai pelaksanaanPasal 6Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka NomoI" 14 Tahun '2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Diaerah Kab,up,aten
MaJalengka,. maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, SusunanOrganis,asi, Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas di Lingkungan Pemerlntah Kabupaten
Majalengka.
1. Undang-Undang N,omor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Diaerah-D\aerah Kabupaten D'alam
Lingkungan Provinsi Djawa B'arat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 19'50) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-UndangNomor 4 Tahun 1968 tentang
PembentukanKabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang ,dengan Mengubah Un,dang-Un,dang N,omor 14
Tahun 19'50 ten tang Pembentukan D'aerah-D;aerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa B:arat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851); ,

2. Undang-Un,dang Nom,or 12 Tahun '2011 tentang
PembentukanPerundang~.Undangan (Lemb.aran Negara
Republik Indonesia Tahun 20,11 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang N'omor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Len1baran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 N,omor6, Tambahan LembaranNegara Republik
Indonesia N:omo£54(4)i;

4. Undang-Undang Nomor 23, Tahun 2,0'14 tentang
Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapakali ,diubah terakhirdengan Undang-
Undang; Nomor 9 Tahun 2015\ tentang Perub'ahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan .Daerah (LembMan Negara Republik
Indonesia Tahun 20'15 Nomo'T 58, Tambahan Lemb,aran
Negara Republik Indonesia No~or 5679);

5.Peraturan 2
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun2005Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomo,r 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
PerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik In,donesia Nomor5887);

7. Peraturan Daerah KabupatenMajalengka Nomor 14 Tabun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten MajalengkaTahun2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUBURAN
ORGANISASl, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS, DI
LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATENMAJALENGKA.

BABI
KETENTUAN'UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksuddengan :'
1. Daerahadalah Kabupaten Majalengka;

2. Bupati adalah Bupati M.ajalengka;
J.. Perangkat Dae:rab anaiah unSUT pemba:n\u Bupaii naIl DffiD'Qa\am

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan D'aerah.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yangmemimpinpelaksanaanUrusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

5. Drusan Pem,erintahan adalah keku.asaanpemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan D'aerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

6. Tugas Pembantuan adalah penugasandari Pemerintah Pusat kepada
Daerah untuk melaksan.akansebagianUrusan Pemerintahan yangmenjadi
kewenanganPemerintah Pusat atau dariPemerintahDaerah provinsi
kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

7. Pelayanan Dasaradalah pelayanan publik untukmemenuhi kebutuhan
,dasarwarga negara.

8. Dinas adalah DinasDaerah Kabupaten Majalengka.
9. Unit Pelaksana Teknis D'inasyang selanjutnya disebut UPT adalah UPT

Dinasyang melaksanakan kegiatan teknis o'perasio'nal dan/ atau kegiatan
teknis penunjang tertentu. '\)

10. Unit PelaksanaTeknis Dinasyang selanjutnya disebut UPTDadalah Unit
Pelaksana Teknispada Dinas yang melaks anakan kegiatan teknis
0p'erasi.onal danlatau kegiatan te1mis,penunj.ang tertentu.,

BAB 11 3
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BAD II
DINASPENDIDIKAN

BagianKesatu.
Kedudukan
Pasa12

Dinas Pendidikan adalahunsur pelaksana urusanpemerintahandibidang
pendidikan yang,menjadi kewenangandaerah" ,dipimpin ,oleh seorang Kepala
Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawabkepada Bupati
melaluiSekretaris Daerah.

Baglan Kedua
SusunanOrganisasi

Pasa13,

(I) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub, Bagian Kepegawaian; dan
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang Sarana Prasarana dan Aset, membawahkan :
1. SeksiSaranaPrasarana Tam,anKanak -kanak dan SekolahDasar;
2. SeksiSaranaPrasaranaSekolah MenengahPertama;
3. :SeksiAdministrasi Aset.

d. Bidang Pendidikan AnakUsia Dini danPendidikan Masyarakat,
membawahkan :
1. Seksi PembinaanPendidikan Anak Usia Dini;dan
2. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

e. Bidang Pendidikan SekolahDasar, membawahkan :
1. ScksiPeningkatan Mutu dan PembinaanPen(iidikan:Sekolah Dasar;
dan

2. Seksi Pembangunan Karakter, Kesiswaandan Guru dan, Tenag;:t
Kependidikan.

f. Bidang Pendidikan SekolahMenengah Pertama,membawahkan :
1. Seksi Peningkatan MutudanPembinaanPendidikan Sekolah
MenengahPertama;dan .

2. SeksiPemb:angunan 'Karakter, Kesiswaan dan Guru. dan Tenaga
Kependidikan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) PadaDinas Pendidikandibentuk UPI'D dan SatuanPendidikan sebagai
berikut:
1. Satuan Peo,didikanN,on Formal 'Sanggar KegiatanBelajar;
2. UPI'D Pendidikan KecamatanMajalengka;
3. UPI'D Pendidikan Kecamatan Kadipaten;
4. UPI'D Pendidikan Kecamatan Panyingkiran;
5. UPI'D Pendidikan Kecamatan Dawuan;
6. UPI'D Pendidikan Kecamatan Kertajati;
7. UPI'DPendidikanKecamatan ,Jatitujuh;
8. UPI'D Pendidikan Kecamatan Ligung;
9. UPI'D Pendidikan Kecamatan Sumberjaya;'
10. UPI'D Pendidikan KecamatanSukahaji;

11. UPI'D., ..... 4
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11. UPTDPendidikan Kecamatan Jatiwangi;
12. UPrD Pendidikan Kecamatan Rajagaluh;
13. UPTD Pendidikan Kecamatan Leuwimunding;
14. UPTDPendidikan Kecamatan Sindangwangi;,
15. UPTD Pendidikan KecamatanPalasah;
16. UPTDPendidikan Kecamatan Maja;
17. UPTD Pendidikan Kecamatan Argapura;
18. UPTD Pendidikan Kecatnatan Cigasong;
19. UPTD Pendidikan Kecamatan Talaga;
20. UPTDPendidikan KecamatanCikijing;
21. UPTD Pendidikan Kecamatan Cingambul;
22. UPI'D Pendidikan Kecamatan Bantarujeg;
23. UPTDPendidikan Kecamatan Lemahsugih;
24. UPTD Pendidikan Kecamatan Banjaran;
25. UPTD Pen;didikan Kecamatan Malausma;
26. UPTD Pendidikan Kecamatan Sindang;
27. UPTDPendidikan Kecamatan Kasokandel;
28. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Majalengka;
29. Satuan Pendidikan Formal SMP N 2 Majalengka;
30. Satuan PendidikanFormal SMP N 3 Majalengka;
31. Satuan Pendidikan FormalSMP N 4 Majalengka;
32. Satu,an Pen,didikan FormalSMP N5 Majalengka;
33. Satuan Pendidikan Formal S.MPN 6 Majalengka;
34. Satuan Pendidikan FormalSMP N7 Majalengka;
35. Satuan Pendidikan FonnalSMPN 1 Cigasong;
36. Satuan PendidikanFormal 8M? N 1Dawuan;
37. Satuan Pendidikan Formal SMP N 2 Dawuan;
38. Satuan Pendidikan FormalSMP N 1 Jatitujuh";
39. Satuan Pendidikan Formal SMP N 2 Jatitujuh;
40. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Kadipaten;
41. Satuan Pendidikan Formal SMP N 2 Kadip'aten;
42. SatuanPendidikan Formal SMP N 3 Kadipaten;
43. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Kasokandel;
44. ,SatuanPendidikan Formal SMP N 2 Kasokan,del;
4.5. Satuan. Pendidikan Formal SMP N 3 Kasokandel (1 Atap)!;
46. Satuan Pendidikan Formal SMPN 1 Kertajati;
47. Satuan PendidikanFormal S.MPN 2 Kertajati;
48. Satuan Pendidikan Formal SMP N 3 Kertajati (1 Atap);
49. Satuan Pendidikan FormalSMP N 1 Panyingkiran;
50. Satuan Pen,didikan FormalSMPN2 Panyingkiran;
51. Satuan PendidikanFormal SMP' N 1 Sindang;,
52. Satuan Pendidikan Formal SMP'N 1 Suhakaji;
53. Satuan Pendidikan Formal SMPN 2 Sukahaji;
54. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Jatiwangi;
55. SatuanPendidikan FormalSMP N 2 Jatiwangi;
56. Satuan Pendidikan FormalSMP N 3 Jatiwangi;
57. Satuan PendidikanFormal SMPN4 Jatiwangi;:
58. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Leuwimunding;
59. Satuan Pendidikan Formal SMP N 2 Leuwimunding;
60. Satuan Pendidikan Formal SMPN 3 Leuwimunding;
61. Satuan PendidikanFormalSMP N 1 Ligung;
62. Satu,anPeo(iidikan FormalSMPN2 Ligung;
63. SatuanPendidikan Formal S.MPN 3 Ligung;
64. Satuan Pendidikan Formal SMP N 4 Ligung (1 Atap);
65. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Palasah;

,66.Satuan 5
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66. Satuan Pendidikan Formal SMP N2 Palasah;
67. Satuan Pen,didikanFormal SMP N 1 Rajagaluh;
68. Satuan Pendidikan Formal 'SM.PN2 Rajagaluh;
69. SatuanPendidikanFormal SMP N 3 Rajagaluh;
70. Satuan Pendidikan Fo'rmal S,MP N 1 Sin dan gwan gi;
71. Satuan Pendidikan Formal SMPN 2 Sindangwangi;
72. Satuan PendidikanFormalSMP N3 Sindangwangi (I Atap);
73. SatuanPendidikan Formal SMP N 1 Sumberjaya;
74. SatuanPen,didikan FormalSMPN2Sumberjaya;
75. Satuan Pendidikan Formal SMPN 3 'Sumberjaya;
76. Satuan Pendidikan Formal SMP N 4 Sumberjaya (1 Atap)i;
77. Satuan Pendidikan Fo,rmal S,MPN 1 Argapura;
78. Satuan Pendidikan Formal SMPN 2 Argapura;
79. Satuan Pendidikan Formal SMP N3 Argapura (1 Atap);
80. SatuanPen,didikan Formal ,SMP N 1 BanJaran;
81lt SatuanPendidikan Formal SMP N '2 BanJaran;
82. SatuanPendidikan Fo,rmal SMP'N 3 Banjaran (1 Atap)';
83. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Bantarujeg;
84. Satuan Pendidikan Formal SMP'N 2 Bantarujeg;
85. Satuan Pendidikan Formal SMP N 3 Bantarujeg (1 Atap);
86. Satuan PendidikanFormal SMP N 1 'Cikijing;
87. SatuanPenclidikan Formal SMP N 2 Cikijing;
88. Satuan Pendidikan Formal SMP'N 3 Cipulus Cikijing (I Atap)';
89. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Cingambul;
90. Satuan Pendidikan Formal SMPN 2 Cingambul (1 Atap);
91. SatuanPendidikan Formal SMP N 1 ~mahsugih;
92. Satuan P,en,didikan Formal SMP N 2 Lemahsugih;
93" Satu,an Pendidikan FormalSMP N 3 Lemahsugih;
'94. Satuan Pendidikan FbrmalSMP N 4 Lemahsugih ("1Atap)i;
95.. Satuan Pendidikan Formal SMP N Sinargalih (1 Atap):;'
96. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Maja;
97. Satuan Pendidikan Formal SMP N2 MaJa;
98. Satuan Pendidikan FormalSMP N 3 Maja;
99. SatuanPendidikan Formal ,SMPN 4 Maia;
lOO.Satuan Pendidikan Formal SMP CenggallV Maja {I Atap);'
101. SatuanPendidikan Formal SMP N 1 Malausma;
l02.Satuan Pendidikan Fo,rmal SMP N 2 Malausma (1 Atap);
l03.Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Talaga;
l04.Satuan Pendidikan FormalSMP N 2 Talaga;
l05.SatuanPendidikanFormalSMP N 3 Talaga; dan
l06.Satuan Pendidikan Formal SMP N 4 Talaga (1 Atap).

(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)tercantumdalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BagianKetiga
Tugas Pokok dan Flmgsi

(1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokokmembantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikanyangmenjadi
kewenangan daerahdan tugas pembantu,an yang diberikan kepada Daerah.
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(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Dinas Pendidikan, menyelenggarakan fungsi :
a..perumusankebijakandibidang pen,didikan;
b.pelaksanaan kebij,akan dibidangpendidikan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan;
d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang pendidikan; dan
e. pelaksanaan fungsi lainnyayang diberikan oleh Bupati se,suai dengan

tugas dan fungsinya.

BAR III
DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

PasalS

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang
kesehatanyang menjadi kewenangan daerah, di pimpin oleh seorang Kepala
Dinas dan berkedudukandibawah sertabertanggung jawab kepada Bupati
melaluiSekretarisDaerah.

BagiaD Kedua
SUSUDaD Organisasi

Pasal6

(l)Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiridari:
a. Kepala Dinas,.
b. Sekretariat, membawahkan:,

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasidan Pelaporan.

c. Bidang Kesehatan Primer, membawahkan.:
1.SeksiPromosiKesenatan. danPencegahan FenyaLkit;:dan
2. Seksi Fasilitasi Jaminan Kesehatan.,

d. Bidang Kesehatan Sekunder,. membawahkan :
1. SeksiPembinaan dan Pengembangan Mutu Pelayanan;dan
2.Seksi Penanggulangan Kesehatan Masyarakat.

e. Bi,dang Sumber Daya Manusiadan Pemberdayaan Masyarakat
Kesehatan, membawahkan :
1. Seksi PerijinanPraktek dan Lembaga Kesehatan Swasta;, dan
2. Seksi Pembinaan Masyarakat Kesehatan.

f. Bidang Kefarmasiandan Sarana Prasarana Kesehatan,membawahkan :
1. Seksi Kefarmasian;
2. SeksiSaranaPrasaran,a;dan
3. Seksi Perijinan danPengawasan Obat-.O:batan, Makanandan

Minuman.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Pada Dinas Kesehatan dibentuk UPrD sebagai berikut:
1. Laboratorium Kesehatan Daerah;
2. PuskesmasArgapura;
3. Puskesmas Balida;
4. Puskesmas Banjaran;

5. Puskesmas 7
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5. Puskesmas Bantarujeg;
6. Puskesmas Cigasong;
7.. Puskesmas Cikijing;
8. Puskesmas Cingambul;
9. Puskesmas Jatitujuh;
10. Puskesmas Jatiwangi;
11. Puskesmas Kadipaten;
12. Puskesmas Kasokandel;
13. Puskesmas Kertajati;
14. Puskesmas Lemahsugih;
15. Puskesmas Leuwimunding;
16. Puskesmas Ligung;
17. Puskesmas Loji;
18. 'PuskesmasMaja;
19. Puskesmas. Majalengka;
20. Puskesmas Malausma;
21. Puskesmas Margahayu;
22. Puskesmas Munjul;
23,. Puskesmas Pan,oman;
24 .. Puskesmas Panyingkiran;
25. Puskesmas Rajagaluh;
26. Puskesmas Salagedang;
27. Puskesmas Sindang;
28. Puskesmas Sindangwangi;
29. Puskesmas Sukahaji;
30. PuskesmasSukamulya;
31. Puskesmas Sumberjaya;
32. Puskesmas Talaga;
33. Puskesmas Waringin;

(3) BaganStruktur Organisasi Dinas Kese.hatan seb,agaimanadimaksud p'ada
~ ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasa17

(1)Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan'
urusan pemerintahandibidangkesehatan yangmenjadi kewenangan
daerah ,dan tugas pembantuan yangdiberikankepada Daerah.

(2)Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud pada ayat. (1),
Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan dibidang kesehatan;
b. pelaksanaan kebijakandibidang kesehatan;
c. pelaksanaan evaluasidanpelaporan dibidang kesehatan;
d. pelaksanaan administrasi ,dinas,dibi,dangkesehatan; dan
e. pelaksanaan fungsi lainnya. yang' dib.erikan oleh Bup,ati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

BAB IV 8
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BAD IV
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BagianKesatu
KedudakaD
Pasal8

Dinas Kepen,dudukan dan Pencatatan Sipiladalahunsur pelaksanaurusan
pemerintahan dibidang kependu,dukan dan catatansipil yang menjadi
kewenangan daerah, di pimpino,Ieh seorang KepalaDinas dan berkedudukan
dibawah serta bertanggungjawab, kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BagianKedua
SusuDan Organisasi

Pasal9

(1)SusunanOrganisasi Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil, terdiri
dari:
a. Kepala Dinas.
b. 8ekretari,at,membawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian. Keuangan; dan
3. Sub Bagian Umumdan Kepegawaian.

c. Bidang Pelayanan PendaftaranPenduduk, membawahkan :
1.Seksi Identitas Penduduk; dan
2. Seksi Pin"dahD,atangdan Pen,dataan Penduduk.

d. BidangPelayananPencatatan Sipil" membawahkan :
1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan

Pewarganegaraan.
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,

membawahkan :
1.SeksiSistemlnlormasi Administrasiltependudukan;: aan
2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.

f. Bidang Pemanfaatan Data dan Ino:vasiPelayanan, membawahkan :
1.Seksi Pemanfaatan Data ,danDokumen Kependudukan; dan
2. Seksi Kerjasama dan InovasiPelayanan.

g. Kelompok J,abatanFungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III
Peraturan Bupati ini.

BagianKetiga
Togas Pokok dan Fungsi

Pasall0~

(I) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang
kependudukan dan catatansipil yang menjadikewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang diberikankepada Daerah.

{2),D,alam 9
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(2) Dalammelaksanakan tugas pokok,sebagaimanaclimaksud pada ayat (1),
Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
a. perumusankebijakandibidang kependudukandan catatan sipil;
b. pelaksanaan kebiJakan dibidang, kependudukan dan catatansipil;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kependudukan dan

catatan sipil;
d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang kependudukan dan catatan

sipil; dan
e.. pelaksanaan fungsi lainnyayang diberikan oleh Bupati sesuaidengan

tugasdan fungsinya.

BABV
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Baglan Kesatu
Kedudukan
Paaal11

Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa adalab unsur pelaksana. urusan
pemerintahandibidang pemberdayaanmasyarakat dan des a yang menjadi
kewenangan daerah, ,dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan
di bawah serta bertanggung jawab kepadaBupati m,elalui Sekretaris Daerah.

Bagian, Kedua
SusunanOrganisasi

Pasal12

(1) Susunan iOrganisasi Din,as Pember,dayaan Masyarakat ,dan Desa, terdiri
dari :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum;
2.. SubBagian Keuangan;dan
3. Sub Bagian Pe~encanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang Perencanaan Pemb'angunan dan Pengembangan Desa,
membawahkan :
1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Desa; dan
2.Seksi PengembanganKapasitasAparatur, Administrasi Keuangan

,dan Aset Desa.
d. Bidang PembinaanKemasyarakatan,membawahkan:

1.Seksi Pembinaan Adat,Budaya dan Sasial; dan
.2. Seksi Lembaga Kemasyarakatan

e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
1. Seksi Peningkatan Kapasitas Masyarakat;dan
2. Seksi Penguatan Partisipasi Masyarakat.

f.. Bidang Pengembangan Ekon,omi dan Pembangunan Desa,
membawahkan :
1. Seksi Pemb'angunan dan Pemeliharaan. Infrastruktur Desa; dan
2. Seksi Pengembangan Ekonomi.

g. KelompokJabatan FungsionaI.

(2)BaganStruktur 'Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyar,akat ,dan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV
Peraturan Bupati ini.

Bagian lO
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Raglan Ketiga
Tugas Pokokdan Fungsi

Pasal13

(1)Dinas Pemberdayaan Masyarakatdan Desa memp,unyai tugas, pokok
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidan g
pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangandaerah dan
tugaspembantuanyangdiberikankepadaDaerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud padaayat(lJ
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
b.pelaksanaankebiJakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan

masyarakat idandesa;
d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang pemberdayaan masyarakat

dan desa; dan
e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuaidengan

tugas ,dan fungsinya.

BABVI
DINASPEMBERDAYAANPEREMPUAH,PERLINDUNGAlt AltAK DAB

KELUARGA BERENCANA

BagianKesatu
Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga B'erencana
adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan
perempuan, perlindungananakdan keluarga berencana yang menjadi
kewenangan daerah,di pimpin ,oleh seorangKepala Dinas danberkedudukan
dibawahserta bertanggung jawabkepadaBupatimelalui SekretarisDaerah.

Bagian Ke-dua
SlIsunan Organisasi

Pasal15

(l)Susunan OrganisasiDinas Pembet:dayaanPevempuan,PerlindunganAnak
dan KeluargaBerencana, terdiridari :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian PeJ:encanaan, Evaluasi ,dan Pelaporan.

c. BidangPenguatan"Pemberdayaan danPerlindun.gan Perempuan,
membawahkan :
1. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
2. Seksi PerlindunganPerempuan; dan
3. Seksi Informasi, Kerjasama dan Kelembagaan.

d. Bidang PeningkatanKualitas Keluarga, membawahkan :
1. SeksiPengarusutamaan Gender;,
2. Seksi Penguatan Kelu.arga Sejahteta;dan
3. Seksi Ketahanan Keluarga.

e..Bidang 11
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e. BidangPerlindungan dan Pemenuhan Hak Anak,membawahkan :
1. Seksi Kesejahteraan Anak;dan
2. SeksiPerlindunganAnak.

f. Bidang Pelayanan KeluargaBerencana" membawahkan:
1. Seksi PemetaanData Keluarga Berencana; dan
2. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana.

g. Kelompok JabatanFungsional.

(2)BaganStrukturOrganisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anakdan KeluargaBerencanasebagaimanadimaksud pada ayat (1)
tercantumdalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokokdan Fungsl

Pasal16

(1)Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana mempunyai tugas, pokok membantu Bup,ati melaksanakan
urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan
anakdan keluarga berencana yang menjadikewenangan daerahdan tugas
pembantucinyang diberikan kepadaDaerah.

(2)Dalammelaksanakan tugaspokok.sebagaimana dimaksudpadaayat(l)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga
Berencana, menyelenggarakan fungsi :
a. perumusankebijakan dibidangpemberdayaan perempuan, perlindungan

anak dan keluarga berencana;
b. pelaksanaan kebijakan ,dibidang pemberdayaan perempuan,

perlindungananak. dankeluarga be~encana;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan

perempuan, perlindungan anakdan keluarga berencana;
d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang pemberdayaanperempuan,

perlindungananak dan keluargaberencana; dan
e. pelaksanaan fungsi lainnyayang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tll%BS dan fUW8-s.in:ya.

BAB VII
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

Baglan Kesatu
Kedudukan
Pasal17

Dinas Pertanian dan Perikanan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan
dibidang pertanian dan ketahananpanganmeliputi, tanaman pangan,
hortikultura, perikanandan petemakan yangmenjadi kewenangan daerah, di
pimpinoleh seorang Kepala Dinasdanberke,dudukan dibawah serta
bertanggung jawab, kepada Bupati melalui 'Se1cretaris, Daerah,.

Bagian Kedua
SU$unan Organisasi

P8.sa118

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertaniandan Perikanan, terdiri dari :'
a. Kepala Dinas.

b.Sekretariat 12
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b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum;
2.SubBagianKeuangan;dan
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang Tanaman Pangan,. membawahkan :
1. Seksi Padi dan Sarana Prasarana; dan
2.Seksi Palawija dan Sarana Prasarana.

d. Bidang Hortikulturadan Perkebunan, membawahkan :
1. SeksiHortikultura ,dan Sarana Prasarana;
2. SeksiPerkebunan dan Sarana Prasarana;, dan
3. Seksi Pengemb'angan Usaha.

e. Bidang Peternakan, memb'awahk~ :
1. Seksi Pengembangan Petemakan; dan
2. Seksi Pemeliharaan Kesehatan.

f. Bidang Perikanan, membawahkan:
1. Seksi Perikanan Budidaya; ,dan
2. Seksi Pengemb,angan Usaha Perikanan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Pada "Dinas Pertanian dan Perikanan dibentuk UPrD sebagai berikut :
1. Balai Benih Tanaman Pangan dan H,ortikultura;
2. BalaiBenih dan Pengembangan ~oduksi Ikan;
3. Pasar Ikan;
4. Pasar Ternak Regio,naldan Rumah Potong Hewan; dan
5. Balai Pembibitan dan Pengemb,angan Produksi Temak.

(3) Bagan StrukturOrganisasi Dinas Pertaniandan Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati
ini.

BagiaD. Ketiga
Tugas, Pokok daD FuBgS!

Pasal19

(1) DinasPertanian ,dan Perikan an mempunyai tugas pokokmembantu Bupati
melaks'anakan urusan pemerintahan dibidang pertanian dan ketahanan
pangan meliputi, tanaman pangan, hortikultura,. perikanan dan peternakan
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Dinas Pertaniandan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
a.. perumusan "kebijakandibidang pertanian dan ke tab an an pang~

meliputi, tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan petemakan;
b. pelaksanaan kebijakan dibidang pertanian dan ketahanan pangan

meliputi, tanaman pangan, hortikultura, perikanan danpeternakan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pertanian dan ketahanan

panganmeliputi, tanaman pangan, hortikultura, perikanan ,dan
petemakan;

d. pelaksanaan administrasi dinas. dibidangpertanian. dan ketahanan
pangan meliputi, tan aman pangan, hortikultura, perikanandan
peternakan; ,dan

e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupatisesuaidengan
tugas "dan fungsinya.

BAa VIII' ..... ,.,13
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BAS VIII
DINA$ PERDAGANGAN

Bagian Kesatu
Kedudukaa
Pasa120

Dinas Perdaganganadalah unsur pelaksana urusan pemerintahandibidang
perdagangan yang menjadi kewenangan daerah,di pimpin oleh seorang Kepala
Dinas dan berke,dudukan ,dibawahserta bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris, D'aerah.

Bagian Kedua
SUSUDan Organisasi

Pasa121

(1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan" terdiri dati~:
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub BagianUmum;
2. Sub Bagian Keuangan; ,dan
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi ,dan Pelaporan.

c. Bidang Pengembangan Perdagangan"membawahkan :
1. Seksi Distribusi dan Promosi;dan
2. Seksi Pengelolaan Pajak Daerah.

d. Bidang Pengendalian ,dan Pengawasan Pevdagangan, membawahkan :
1. Seksi Pengendalian ,dan Pengawasan Hargadan Barang Kebu tuhan

Pokok;dan
2. SeksiPerlindunganKoiDsumen dan,Pengawasan Barang.SpesifIk;:

e. Bidang Pengelolaan Pasar Pemerintah Daerah, membawahkan:
1. Seksi Sarana Prasarana Pasar;
2. SeksiPengelolaan Retribusi;dan
3. SeksiPengelolaan Pasar.

f. Bidang PengembanganPasar Modem ,dan PasarDesa, membawahkan:
1. SeksiBina pasarM,odern dan Lainnya;,
2.Seksi Bina Pasar Desa; dan
3. Seksi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

g. KelompokJabatan Fungsional.

(2) Pada DinasPe~dagangan .dibentukUPTD Metrologi Legal.

(3)Bagan Struktur O':rganisasi Dinas Perdagangan sebagaiimana dimaksud
pada ayat( 1),tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

BagianKetiga
Tugas Pokok d;aD Fungal

Pasal'22.

(1)Dinas Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan yang menjadi
kewenangan daerahdan tugas pembantuan yang d.iberikankepada Daerah.

(2)Dalammelaksanakan tugas pokok sebagaimanadimaksudpada ayat (1),
Dinas Perdagangan menye]enggarakan fungai:'
a. perumusan kebijakandibidang perdagangan;
b. pelaksanaan kebijakan dibidang perdagangan;

c. pelaksanaan 14



14

c. pelaksanaanevaluasidan pelaporandibidang perdagangan;
d. pelaksanaan administrasi dinasdibidang perdagangan; dan
e. pelaksanaan fungsi lainnya yang ,diberikan ,olehBupati sesum dengan

tugas dan fungsinya.

BABIX
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Baglan Kesatu
Kedudukan
Pasa123

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur
pelaksana urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan
perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangandaerah,di pimpinoleh
seorang Kepala Dinasdan berkedudukan ,dibawahserta bertanggung jawab
Kepada~upatimelaluiSekretaris ,Daerah.

BagiaD Kedua
SUSUDaD OrgaDisasi

Pasal2'4

(1)Susun,an Organisasi DinasPenanamanM,odal ,d,an Pelay,an,anTerpadu Satu
Pintu, terdiridari:
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub B'agian Umum;dan
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. BidangPengembangan Penanaman MiQ,dal,membawahkan:
1. Seksi PemetaanPotensilnvestasi;dan,
2. Seksi Promosi dan Informasi.

d. Bidang Pelaporan dan Pengendalian Penanampn Modal, membawahkan :
1.SeksiPengendalian Penanaman Modal; dan
2.SeksiDatadanPelaporan Penanaman Modal.

e. BidangPelayananPerizinan Terpadu, memb,awahkan :
1. SeksiPelayananPerizinan,;, dan
2. Seksi Dokumentasi Perizinan.

f. Kelompo,k Jab,atan Fungsio,nal.,

(2)BaganStruktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
TerpaduSatuPintusebagaimanadimaksud padaayat( 1) tercantumdalam
Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok, daR Fullgsi

Pasal25

(I}DinasPenanaman M,odaldan PelayananTerpaduSatu Pintu mempunyai
tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan
dibidang pen,anaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuanyang diberikan,
kepadaDaerah.

(2) D'alam ,15
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(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana ,dimaksud pada ayat (1),
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
menyelenggarakan fungsi :
a. peru'musan kebijakandibidang penanaman modal dan pelayanan

perizinan dan non perizinan;
b. pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan

perizinan dan non perizinan;
c. pelaksanaan evaluasi danpelaporan dibidang penanamanmodal dan

pelayanan perizinandan n,onperizinan; .
d. pelaksanaan administrasidinasdibidang penanamanmodal dan

pelayanan perizinan dan non perizinan;, dan
e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan o,leh Bl,lpati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

BABX
DINAS SOSIAL

Baglan Kesatu
Kedudukan

Pasal :26

Dinas Sosial adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan. dibidang, sosiall
yang menjadi kewenangan daerah, di pimpin oleh seo,rang Kepala Dinas dan
berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Bagian Kedaa
'Susunan Oqanisasi

Pasal27

(l)Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub, B'agian Umum; dan
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
1. Seksi Pemberdayaan Sosial;
2.Seksi Rehabilitasi Sosia1;dan
3. Seksi Pembinaan ,dan Pemberdayaan KarangTaruna.

d. Bidang Perlindungan <ian Jaminan Sosiall" membawahkan:'
1. Seksi Pendataan dan Pemberdayaan Fakir Miskin;.
2., Seksi Jaminan Sosia1; dan
3. Seksi Penanganan Penyandang Masalah KesejahteraanSosial.

e. Bidang Pelayanan Bencana,membawahkan :
1. Seksi Penye,diaanPenyaluran I,d,an Kebutuhan Dasar d,an Pernulihan

Korban;dan
2. Seksi Bina Masyarakat Tanggap Bencana.

f. Kelompo,kJabatan Fungsional.

(2) BaganStruktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimanadimaksud pada ayat
(1) tercantum ;dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.
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BagianKetiga
Tugas Pokok dan Fungsl

Pasa128

(1)DinasSosial mempunyai tugas poko,k memb,antu B,upati melaksanakan
urusan pemerintahan dibidang sosial yang menjadi kewenangan daerah
dan tugaspembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2)Oalam melaksanakan tugaspokok sebagaimana dimaksu,d pada ayat(lJ,
Dinas Sosial, menyelenggatakan fungsi :
a. perumusan kebijakan dibidang sosia1;
b. pelaksanaan kebijakan dibidang sosia1.;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidangsosial;
,d. pelaksanaanadministrasi dinas dibidang sosia1;dan
e. pelaksanaan fungai lainnya yang, ,diberikan ,olehBupati sesuaidengan

tugas dan fungsinya.

BABXI
DINAS TENAGA KERJADANPERINDUSTRIAN

Bagian Kesatu
KedudukaD

Pasa129'

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah unsur pelaksana urusan
pemerintahandibidang ketenagakeIjaandan perindustrian yang menjadi
kewenangandaerah,dipimpin olehse,orangKep,alaDinas danberkedudukan
dibawah serta bertanggung jawab, kep'ada Bup'ati mela1ui S:ekretaris D:'aerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal30

(1) Susunan Organisasi Dinas, Tenaga, Kerja dan Perindustrian, terdiiri. dari, :
a. Kep'ala Dinas.
b. 8ekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum; dan
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. BldangPelayanan Tenaga KeIja,membawahkan :
1. Seksi Pembmaan Pengawasan Lemb,aga Ketenagakelj!aan;
2. Seksi Pendataan Penyaluran dan Penanganan Masalah Tenaga Kerja.

d. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Hubungan Industrial,
membawahkan :
1. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial;
2. Seksi Pengawasan Hubungan In,dustria1; ;dan
3. Seksi Pelayanan dan Pe:nanganan Izin MempekeJrjakan Tenaga Kerja

Asing dan Retribusi Orang Asing.
e. Bidang Perindustrian, membawahkan :

1.Seksi Perencanaan dan Pengembangan Industri; dan
2. Seksi Pelaporand,anEvaluasi In,dustri.

f. KelompolkJab,atan Fungsional.
(2): B:agan 17
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(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan ,Perindustrian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokokdaa Fungsi

Pasat31

(1) Dinas Ten;aga Kerjadan Perindustrian mempunyai tugaspokokrnembantu
Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidangketenagakeIjiaan dan
perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokoksebagaimanadimaksud pada ayat (1),
Dinas Tenaga KeIja dan perindustrian, menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebiJakandibidangketenagaketjaan dan perindustrian;
b. pelaksanaan kebijakan, dibidang ketenagakerjaan dan perindustrian;:
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibildang ketenagakerjaan dan

perindustrian;
d. pelaksanaan administrasi ,dinas dibidang ketenagaketjaan dan

perindustrian;dan
e. pelaksanaan fungsi lainnya yangidiberikanoleh Bupati sesuaidengan

tugas dan fung,sinya.

BABXlI
DINAS BINAMARGADAN CIPTA KARYA

Bagian 'Kesatu
Kedudukan

Dinas Bina Marga dan Cipta Karyaadalah unsur pelaksana urusan
pemerintahan dibidang pekeIjaan umummeliputiBina Marga,Tata Ruang dan
Bangunan,PrasaranaLingkungan ,danbidang tataruang y,ang menJadi
kewenangan daerah, di pimpin oleh seo1rang Kepalla Dinas, dan berada, dibawah
serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretarls D'aerah.

Baglan Kedua
Susunan Organisasi

Pasal33

(l)Susunan Organisasi Dinas Bina Marga danCipta Karya, terdiridari :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat,membawahkan:

1. Sub Bagian Umum;dan
2. Sub BagianPerencanaan" Evaluasi" dan Pelaporan.

c. Bidang Bina Marga" membawahkan, :
1. Seksi Jalan;
2. Seksi Jembatan; ,dan
3. Seksi Perencanaandan Pengawasan Jalan dan Jembatan.

d. B'idang'.,..,..,.18
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d. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
1. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang; dan.
2. Seksi Pengawasan ,dan Pengendalian Tata Ruang.

e. Bidang,TataBangunan, membawahkan:
1. Seksi Pelayanan Perencanaan B:angunan; dan
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Pada Dinas BinaMarga danCipta Karya ,dibentukUPTD sebagai berikut:
1. Peralatan dan Perbengkelan;
2. Laboratorium Pengujian Bahan;
3. Pemeliharaan Kebinamargaan dan Keeiptakaryaan Wilayah MaJalengka;
4. Pemeliharaan Kebinamargaan Bangunan dan Tata Ruang Wilayah

Jatitujuh;
5. Pemeliharaan Kebin,amargaan Bangunan dan Tata Ruang Wilayah

Jatiwangi.;
6. Pemeliharaan Kebinamargaan Bangunan dan Tata Ruang Wilayah

Leu wimundin g;
7. Pemeliharaan Kebinamargaan Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Maja;
8. Pemeliharaan Kebinamargaan Bangunan dan Tata Ruang Wilayah

Talaga; ,dan
9. Pemeliharaan Kebinamargaan Bangunan dan Tata Ruang Wilayah

BantaruJeg.

(3)Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati
ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan FuDgsi

Pasa134

(1)Dinas Sina Marga dan CiptaKaryamempuny,ai tugas pokok membantu
Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pekelj:aan umum
meliputi Bina Marga, Ta.ta Ruang dan Bangunan, Prasarana Lingkungan
dan bidang tata ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang ,diberikan kepada Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugaspokok sebagaimana .!dimaksud padaayat (1),
Dinas Bina Marga dan. CiptaKarya menyelenggarakan fungsi ::
a. perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum meliputi b'ina marga,

tata ruang dan bangunan, prasarana lingkungan dan bidang tata ruang;
b. pelaksanaan kebijakan dibidang pekerjaan umum meliputi bina marga,

tata ruangdan bangunan~ prasarana lingkungan dan bidang tata
ruang;

c. pelaksanaan e:valuasi dan pelaporan dibidang pekelj:aan umum meliputi.
bina marga, tata ruang: dan bangunan, prasarana linglru.ngan dan
bidang tata ruang;

d. pelaksanaanadministrasi dinas dibidang pekerjaan umum meliputi Bina
Marga, Tata Ruangdan .Bangunan,Prasarana Lingkungan dan bidang
tata ruang; dan

e. pelaksanaan fungsl lainnya yang,diberikan oleh Bup'ati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

DAB XIII 19



19

BABXlII
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN nANSUMBER DAYAAlR

Bagian Kesatu
Keduduka.
Pasa135

Dinas Perumah,an, Permukiman dan SumberDayaAir adalah unsur pelaksana
urusanpemerintahandibidang, pekerjaan umum meliputiperumahan,
permuldman dan pengairan yang menjadi kewenangan daerah" di pimpin o]e:h
seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung j'awab
kepada Bupatimelalui Sekretaris D'aerah.

Bagian Kedua
SusunanO,rganisasi

Pasa136,

(1) Susunan Organisasi DinasPerumahan, PermukimandanSumber Daya Air,
terdiri dari :
a. KepalaDinas.
b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub B,agian Umum; dan
2. Sub, Bagian Perencanaan, Evaluasi, danPelapo,ran.

c. Bidang Perumahan, membawahkan :
1. Seksi Fasilitasi Pembangunan Perumahan Masyarakat; dan
2.SeksiPembangun,an Pengembangan Perumahan.

d. Bidang Permukiman dan Pengelolaan Sumber Air',., memb'awahkan :'
1. Seksi Pemb,angunan Sarana Prasarana Permukiman;' dan
2.Seksi Pengelolaan Sumber Air.

e. Bidang Operasi dan Pemeliharaan Irigasi,membawahkan:
1. SeksiOperasi Irigasi; dan
2. ,Seksi Pembangunan ,d,an Pemeliharaan Irigasi.

f. Kelomp'ok JabatanFungsional.,

(2) Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Sumber Daya Air dibentuk UPI'D
sebagai berikut :
1. Perumahan; Permukiman danSumberDaya Air Bantarujeg;
2. Perumah,an,Pennukimandan SumberDayaAirTalaga;
3. Perumahan,. Permukiman dan Sumber D~ayaAir Cigasong;'
4. Perumahan, Permukiman dan Sumber D'aya Air Rajagalluh;
5. Perumahan,Permukiman dan Sumber DayaAirKertajati;
6. Perumahan, Permukiman ,dan Sumber Daya Air Dawuan;
7. Perumahan,PermukimandanSumber Day,aAirSukahaji;
8. Perumahan, Permukiman, dan, S'umber DayaAir Jatiwangi;. dan
9. Perumahan,Permukiman dan Sumber D'aya Air Sumberjaya.

(3)BaganStruktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukimandan Sumber
Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
XIIPeraturanBupati ini.

B.giaD .....,.2:0
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Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasa137

(1) Dinas Perumahan, Permukiman dan Sumber Daya Air mempunyai tugas
pokokmembantuBupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang
pekerjaan umum meliputi perumahan, permukiman danpengairan yang
menJadikewenangan ,daerah ,dan tugaspembantuan yang ,diberikan kepada
Daerah ..

(2) Dalarn melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1):,
Dinas Perumahan,Permukiman dan Sumber Daya Air, menyelenggarakan
fungsi:
a. perumusan kebiJakandibidang pekerjaan umummeliputi perumahan,
permukiman danpengairan;

b. pelaksanaan kebijakan dibidang pekerjaan, umum meliputi perumahan,
permukiman dan pengairan;

c.. pelaksanaan evaluasidanpelaporandidaerah bidangpekerjaan umum
meliputi perumahan,permukiman dan pengairan;

d. pelaksanaan administrasi dinas dibidangpekerjaanumum meliputi
perumahan, permukiman dan pengairan; dan

e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugasdan fungsinya.

BABXIV
DINAS,PEMU'DA., DAN OLAH RAGA

SagiaD Kesatu
Kedudukan
Pasala8

Din as, Pemuda dan OJah Raga adalah unsur pelaksana urusan, pemerintahan
dibidang pemuda dan alah raga yang menjadi kewenangan daerah" di pimpin
oleh seorang Kepala Dinas, dan berkedudukan. dibawah serta bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BagianKedua
SUSu.n8D, OrgaDisasi,

Pasal39

(1)Susunan Organisasi Dinas Pemuda danOlah Raga, terdiridari:
a. KepalaDinas.
b. Sekretariat,membawahkan:

1. Su b,Bagian Umum; dan
2. Sub BagianPere:ncanaan, Evaluasi, dan Pe]aporan.

c. Bidang Kepemudaan,membawahkan:
1. Seksi Pembinaandan Pengembangan Kepemudaan; dan
2. Seksi Pembinaan ,dan Pengemb,anganOrganisasiKepemu1daan dan
Kepramukaan.

d. Bidang ..! •••• 2:1
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d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga, membawahkan :
1. Seksi Pembinaan dan Pengemb,angan Olah Raga Prestasi;dan
2.Seksi Pembinaandan Pengembangan !OlahRaga Masyarakatdan

Rekreasi.
e. Bidang Pengelolaan Sarana Prasaranadan Pembinaan Organisasi

Keolahragaan, membawahkan :
1. Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana;dan
2. SeksiPembinaan Organisasi Keolahragaan.

f. Kelompok JabatanFung$ional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana
dimaksud padaayat (I) tercantumdalamLampiran XIII Peraturan Bupati
ini.

Baglan Ketiga
Tugas Pokok daD FuDgsl

Pasal40

(l)DinasPemuda ,dan OlahRaga mempunyai tugas pokok membantuBupati
melaksanakan urusanpemerintah'andibidan'g, pemuda danolah raga yang
menjadi kewenangan daerahdan tugas pemb,antuan yang, dib'erikan kepada
Daerah.

(2)Dalammelaksanakan tugas pokok sebagaimanadimaksudpada ayat(l),
DinasPemuda danOlah Raga, menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan ,dibidangpemuda ,dan alah raga;
b,. pelaksanaan kebijakan dibidang pemuda dan o,lah,raga;'
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporart dibidang pemuda dan o,lah raga;
d. pelaksanaan administrasi din as dibidang pemuda dan olab raga;' dan
e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugasdan fungsinya.

BABXV
DINAS PARIWISATA DAN' KEBUDAYAAN

BagiallKesatu
Kedudakan

Pasa141

Dinas Pariwisata dan, Kebudayaan adalah unsurpelaksana urusan
pemerintahan dibidang pariwisatadan kebudayaanyang menjadikewenangan
daerah, di pimpinoleh seorang Kepala Dinasdanberke,dudukandibawahserta
bertanggung jawab kepadaBupati melalui Sekretaris Daerah.

Saglan KedDa
Susuaan OrgaDisasi

Pasal42

(1) ,Susunan 'OrganisasiDinas Pariwisata,dan Kebu,dayaan, terdiri ,dari:
a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat 22
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Bagian Kedua
SusuDan Organisasi

Pasa145

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Milkro" Keeil dan Menengah,
tercliri dati :
a. KepalaDinas.
b. Sekretariat,membawahkan:

1. Sub BagianUmum;
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelapo,ran.

c. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Koperasi, membawahkan :
1. SeksiPembinaan Koperasi;
2.Seksi Pengawasan Koperasi.

d. Bidang Kelembagaan dan Pengemb,an gan Koperasi, memb,awahkan ::
1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
2.. Seksi Pengembangan Koperasi.

e. BidangUsaha Mikro, membawahkan:
1. Seksi PengembanganUs,ah,a Mikr,o;
2. Sek'siPengembangan KelembagaanUsaha Mikro,.

(2)Bagan Struktur OrganisasiDinas Koperasi, Usaha Mikro" Keen dan
Menengahsebagaimana dimaksud pads.ayat(l) tercantumdalam Lampiran
XV Peraturan Bupati ini.

BaglaD, Ke'tlga
Tugaa Poko,k, daD Fungai

Pasal,46

(1) Dinas Koperasi,Usaha Mikr,o, Ke1cilldan Menengah mempunyai tugaspokok
membantuBupati melaksanakan, urusan pemerintaLhan dibidang, koperasi,
usaha mikro', kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2)Dalammelaksanakan tugas pokoksebagaimana dimaksudpada ayat (1),
Dinas Koperasi, Usaha Mikro,Kecildan Menengah, menyelenggarakan
fungsi:
a. perumusan kebijakan, dibidang k()'perasi, usaba mikro!, ke:cili dan,
menengah;

b. pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan
menengah;

c. pelaksanaan evalu,asi danpelaporan ,dibidang koperasi,usaha mikro,
keci1dan menengah;

d. pelaksanaan administtasi dinas, dibidang ko~perasi, usaha mikroi,. kecil
dan menengah; dan

e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikanoleh Bupatisesuaidengan
tugas dan fungsinya.
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b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub BagianUmum; dan
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, danPelaporan.

c. Bidang Pen'gembangan DestinasiWisata,membawahkan :
1. Seksi Pengembangan dan Peningkatan Olbjek Wisata;
2. Seksi Pemeliharaan Objek Wisata; dan
3. Seksi Kerjasama, Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata.

d. BidangPengelolaan Industri Pariwisata, membawahkan :
1. Seksi Prom'Q:sidan Pemasaran;
2. Seksi Pengelolaan Pariwisata;dan
3. Seksi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kep,ariwisataan.,

e.. Bidang Kebudayaan" membawahkan :
1. Seksi Pembinaan dan Pengemb,angan Kebudayaan; dan
2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kesenian.

f. Kelompok JabatanFungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas, Pariwis'ata dan Ke'budayaan seb\agaimana
dimaksud pada ayat (ll tercantum dalam Lamp1iran XIV Peraturan Bup'ati
ini.

Bagian Ketiga
TugasPokok dan Fungsi

Pasal43:,

(1) Dinas Pariwis,ata dan Kebudayaan mempunyai tugas, poko,kmembantu
Bupatimelaksanakanurusanpemerintahandibidang pariwisata dan
kebudayaan yang menjadi kewenanganda.erahdan tugas pembantuan yang
diberikan kepada Daerah.

(2)Dalam melaks an akan, tugas, pokok seb'agaimana dimaksudp,ada ayat (I):,
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi :'
a.. perumusan kebijakan dibidang pariwisata dan kebudayaan;
b. pelaksanaankebijakan ,dibidangpariwisatadan kebudayaan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pariwisata dan

kebu,dayaan;
d. pelaksanaan adminisrrasi dinas dib,idan g, pariwisata dankeb1udayaan;'

dan
e. pelaksanaan fung$i lainnya yang diberikan oleh B,up,ati sesum dengan

tugas ,dan fungsinya.

BABXVI
DINAS KOPERASI,USABA MIKRO', KBCIL DAN MENENGAH

BagianKesatu
Kedudukan
Pasal44

Dinas Koperasi,. Usaha Mikro" Kecill dan Menengah adalah un.sur p'elaksana
urusan pemerintahan dibidang koperasi, usaha mikro". kecil dan menengah
yang menjadi kewenangan daerah,di p:impin oleh seorang Kepala Dinas dan
berkedudukan dibawah serta bertanggung jawabkepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

BagiaD ..,..,.,..23
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BABXVlI
DINAS PANGAN

BagianKesatu
Ke,dudukan

Pasal47

DinasPangan adalah unsurpelaksanaurusanpem,erintahan ,dibidang pangan
yang menJadikewenang~ ,daerah,. dipimpin ,oleh. s<eorang Kepala Dinas dan
berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab, kepada Bupati mela1.ui
Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
SusuDan Organisasi

Pasal,4S

(1) Susunan Organisasi DinasPangan, terdiri dati :
a. Kepala Dinas.
b. 8ekretariat,membawahkan:

1.SubBagianUmum;dan
2. Sub, B:agian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

c. Bidang Ke:mandirian dan Kedaulatan Pangan, membawahkan :
1. Seksi Koordinasi Pengembangan Produksi Pangan; dan
2. Seksi Diversiftkasi Pangan.

d. Bidang Pengelolaan Ketahanan dan Penanggulangan Kekurangan
Pangan, membawahkan :
1. SeksiPengelo1aan KetahananPangan;: dan
2. Seksi Penanggu]angan Kekurangan Pangan,., \,

e. Bidang Penyuluhan, membawahkan : .
1.Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Ketenagaan;dan
2. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan.

f.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi D:inas, Pangan sebagaimana dimaksud. p,ada ayat
(1) tercantum daJam Lamp,iran XVI Peraturan Bupati mi.

B'aglaD Ketiga
Tugas Pokokd,n Fungsl

Pasa149

(1) Dinas Pangan mempunyai tugas pO'kok membantu B,upati melaksanakan
urusan pemerintahan dibidang pangan yang menjadi kewenangan daerah
dan tugas pembantuan yang ,diberikan kepadaDaerah.

(2)D,alam melaksanakan tugas pokok sebagaimana ditnaksu,dp,adaayat (1),
Dinas Pan-gan, me'nyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan dibidang pangan;
b. pelaksanaan kebijakan dibidang, p,angan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporandibidangpangan;
d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang pan,gan; dan
,e. pelaksanaan fungsi lainnya yang idiberikan "olehBupati sesuaidengan

tugas dan fungsinya.

BAB XVDI., ..,..,.25
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BAB' XVIII
DINAS PERHUBUNGAN

Baglan Kesatll
Kedudukan
Pasa150

Dinas Perhubungan adalah unsurpelaksana urusan pemerintahandibidang
perhubun'gan yang, menj,adi kewen'angandaerah, di pimpin olehseorang,
Kepala Dinas dan berkedudukan dib'awah serta bertanggung jawab\ kep,ada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BagianKedua
Susunan Organisasi

Pasal5,l

(1) Susunan Org~isasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretarlat, membawahkan :

i.Sub Bagian Umum; dan
2. Sub B,agian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelap'oran.

c. Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bennotor, membawahkan :
1. Seksi Angkutan; dan
2. Seksi Pen gujian Ken,daraan Bermotor .

d. Bidang, Pengendalian Ope~asion,a1 dan Rekayasa Lalu Lintas,
memb'awahkan :
1. Seksi Pengendalian Lalu Lintas;
2. Seksi Pengelolaan Perparkiran; dan
3.Seksi Rekayasa Lalu Lintas.

e. Bidang PrasaranaLaluLintasdanAngkutanJ.alan, membawahkan :
1. Seksi Peng~lo]aan Terminal; dan
2. Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum.

f. Kelompo,k JabatanFungsionaI.

(2)BaganStruktur OrganisasiDinas Perhubungansebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantumdalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

Baglan. Ketiga
Tugas Pokok d.an Fungai

Pasal52

{l)Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bu.pati
melaksanakan urusan pemerintahan dibidailg perhubungan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksu,dpada ayat (1),
Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
a. perumusankebiJakan ,dibidang perhubungan;
b. pelaksanaan. kebijakan dibidang, perbubungan;,

c. pelaksanaan ..... ,.26
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c. pelaksanaanevaluasi dan pelaporandibidang perhubungan;
d. pelaksanaanadministrasi dinas ,dibidangperhubungan;dan
e. pelaksanaan fungsi lainnya yang ,diberikan loleh .Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

BABXIX
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasa153

Dinas Komunikasidan Informatikaadalah unsur pelaksana urusan
pemerintahan dibidang komunikaai dan informatika yang menjadi
kewenangandaerah, ,di pimpin oleh .seorang Kepala Dinas ,d,anberkedudukan
dibawah serta bertan~ng jawab kep,ada Bup!ati melalui Sekretaris, D'aerah.,

Bagian Kedua
Susunan 'Organisasi

P,asa154

(1) Susunan Organisasi Dinas Ko:munikasi dan Informatika" terdiri dati. :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum; dan
'2. Sub Bagian Perencanaan,Ev,aluasi, dan Pelaporan.

c. Bidang 8tatistikSektoral, membawahkan :
1. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan D'ata;, dan
2. Seksi Publikasi dan Pelayanan Data.

d. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Komunikasi, membawahkan :
1.Seksi Pelayanan Informasi Publik;dan
2 .. Seksi .Kemitraan Me,dia,dan Komunikasi Publik.

e'. Bidang Pengemb'angan dan. Pengendalian Informatika" memb1awahkan ::
1. Seksi Pengembangan lnfrastruktur Teknologi Informasi; dan
2. Seksi Pengelolaan Informatika.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas. Komunikasi dan lnformatika
sebagaimana dimaksud p,ada ayat(l): tercantum dalam. Lampiran XVIII
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
TqgasPokok clan Fungsi

PasalSS,

(1)Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok memb;antu
Bupati melaksanakan urusanpemerintahan dibidang komunikasi dan
informatika yang menjadi kewen,angandaerahdan tugaspembantuan yang
diberikankepadaDaerah.



27

(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimanadimaksud pada ayat (1),
Dinas Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika;
b. pelaksanaan kebijakandibidang komunikasidan informatika;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporandibidang komunikasi dan

informatika; .
d. pelaksanaan administrasi dinas dibidangkomunikasi dan informatika;

dan
e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuaidengan

tugas dan fungsinya.

BABXX
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Kedudukan

PasalS6

DinasLingkungan Hidup adalahunsurpelaksana urusan pemerintahan
dibidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah,di pimpin oleh
seorang Kepala Dinas dan berada dibawahserta bertanggung jawabkepada
Bupati melalui SekretarisDaerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal57

(1)Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum;dan
2. Sub BagianPerencanaan,Evaluasi, danPelaporan.

c. Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, membawahkan :
1. Seksi Tata Kelola Lingkungan Hidup;dan
2. Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup.

d. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahkan :
1. Seksi Pengelolaan Persampahan;
2. Seksi Saranadan Prasarana Persampahan; dan
3. Seksi Retribusi Persampahan.

e. Bidang Pertamanan dan Kebersihan, membawahkan :
1. Seksi PengelolaanPertamanan;
2. Seksi Pengelolaan Kebersihan; dan
3. Seksi Pengelolaan Taman Hutan Raya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Bagan Struktur OrganisasiDinas Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantumdalamLampiran XIX Peraturan Bupati
ini.

Bagian 28

/
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BagianKetiga
Tugas Pokok dan Fungsl

Pasa158

(1)Dinas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas, poko,k memb,antu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup yang
menjadi kewenangan daerahdantugas pembantuanyang diberikan kepada
Daerah.

(2) Dalam melaks'anakan tugas, pokQk' seb,agaimana dimaksud pada ayat ~'l):,
Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan keb,ijakandibidang lingkungan hidup;
b. pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
c. pelaksanaan evaluasi danpelaporan dibidang lingkungan hidup;
,d. pelak:sanaanadministrasi din,as,dibidang lingkunganhidup; ,dan
e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikanoleh Bupati sesuai dengpn
tugas dan fungsinya.

BABXXI
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

BagiaD Kesatu
Kedudukaa
Pasa159

DinasKearsipandan Perpustakaan ,adalah unsurpelaksanaurusan
pemerintahan dibidang kearsipan dan perpustakaan. yang menjadi
kewenangan daerah, di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan
dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
SusuDanOrganisasi

Pasal60

(l)Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri dari:
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahkan:

1,.SubBagianUmum;dan
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

c. Bidang Pengelolaan Kearsipan, membawahkan :
1. Seksi Pelayanan Kearsipan;dan
2. Seksi Penatausahaan Kearsipan.

d. Bidang Perlindungan,danPenyelamatan Arsip,membawahkan :
1. Seksi Retensi dan Pembinaan Kearsipan;: dan
2. Seksi Pemusnahan Arsip.

e. Bidang Perpustakaan, membawahkan :
1.. SeksiPelayanan dan Pengembangan Perpustakaan; dan
2. ,Seksi PengelolaanPerpustakaan.

f. Kelompok JabatanFungsional.

(2) Bagan •....•.,29
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(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas, Pokok dan Fungsi

Pasa161

:(1) DinasKearsipan d,an Perpustakaan mempunyai tugaspokok membantu
Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kearsipan dan
perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas. pembantuan
yang diberikan kepada D:aerah.

(2)Dalammelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Dinas Kearsipan danPerpustakaan, menyelenggarakan fungsi:
a. perumusankebijakandibidangkearsipan ,dan perpustakaan;
b" pelaksanaan kebijakan dibidang kearsipan dan perpustakaan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dib:idang ke'arsip,an dan

perpustakaan;
d. pelaksanaan administrasidinasdibidangkearsipan danperpustakaan;

dan
e" pelaksanaan fungsi lainnya yangdiberikan,oleh Bupati ,sesuai ,dengan

tugas dan fungsinya"

BABXXlI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sagian Kesatu
KedudukaD

Pasa162

Satuan Polisi Pamong Prajaadalahunsur pelaksanaurusan pemerirttahan
,dibidangpenegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupatiserta
pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman ,dan ketertiban umum yang
menjadi kewenangan daerah, di pimpin o!leh seorang Kep'ala Dinas dan
berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bup'ati melaluiJ
Sekretaris Daerah ..

BagianKedua
Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Parnong Praja, terdiri dari :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat,membawahkan:

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub, Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Pe'rencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

c. Bidang Penegakan Perundang-undanganDaerah,membawahkan :
1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
2. Seksi Penyelidikan ,dan Penyi:dikan.

d..Bidang ...,...30
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d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan:
1.Seksi Operasi dan Pengendalian;
2.Seksi Kerjasama.

e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan :
1. Seksi Pelatihan Dasar;
2. Seksi Teknis Fungsional.

f. Bidang Perlindungan Masyarakat,membawahkan:
1.Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

g. Kelompok JabatanFungsional

(2)Pada Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk UPI'D Pemadam Kebakaran.

(3) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati
ini.

Bagian Ketiga
TugasPokok dan Fungsi

Pasa164

(l)Satuan Polisi Parnong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati serta pememeliharaan dan
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yangmenjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yangdiberikan kepada Daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud padaayat
(1), Satuan Polisi Parnong Praja menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan dibidangpenegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan/Keputusan Bupati serta pemeliharaan dan penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum;

b. pelaksanaan kebijakan dibidang penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan/ Keputusan Bupati serta pemeliharaari dan penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati serta pemeliharaan dan
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan/Keputusan Bupati serta pemeliharaan dan
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan

e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuaidengan
tugas dan fungsinya.

BABXXlII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal65

Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas. dan UPI'D .diatur dalamPeraturan
Bupati tersendiri.
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BABXXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasa166

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Majalengka
Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada
Dinas di Lingkungan Pemerlntah Kabupaten MaJalengka (Berita Daerah
Kabupaten MajalengkaTahun2009 Nomor 26},dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasa167

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar .setiap' i(j,rangmengetahui, memerintahkan,~~.t'pen'gundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam B'erita Daerah Kabupaten
Majalengka

Ditetapkan di Majalengka
pada tangga127 Desember 2016

BUPATIMAJALENGKA,

tta

SUTRISNO

Diundangkandi. Majalengka
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,~

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKATAHUN 2016 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALABAGIAN HUKUM

GUN GUN M.D., S.H., M.,Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 19 Tahun 2016
TANGGAL : 27 Desember 2016
TENTANG : KEDUDUKANtSUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DlNAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS

I
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAl

t+=R

1 SEKRETARIAT

I
SUB BAGIAN ...1.
UMUM

I
II SUB :::IAN I

--l
BIDANG

SARANA PRASARANA DAN ASET

I
SEKSI

SARPRAS TK DAN SO I--

BIDANG
PAUD DAN DIKMAS

SEKSI
PEMBINAAN PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI
I-

BIDANG
PENDIDlKAN SEKOLAH

DASAR

I
SEKSI

PENINGKATAN MUTU DAN
PEMBINAANPENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR

1-

L
BIDANG

PENDIDIKAN SMP

I
SEKS!

PENINGKATAN MUTU DAN
PEMBINAAN PENDIDIKAN

SMP
i--

C
SATDIK FORMAL
NON FORMAL

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJ~BNGKA,

I-

SUTRISNO

BUPATIMAJALENGKA
ttd

SEKSI
PEMBANGUNAN KARAKTER,

KESISWAAN DAN GTK
I--

AHIffAJfSODIKlN
Salinan sesuai denganAslinya,
KEPALA BAGJAN HUKUM.

seKSI
PEMBANGUNAN KARAKTER,

KESlSWAAN DAN GTK

UPTD

I--

SEKSI
PEMBINAAN PENDIDIKAN

MASYARAKAT

I--

I-

SEKSI
SARPRASSMP

SEKS!
ADMINISTRASI ASET

GUN.GUN M.D••S.II.' M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003



LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 19 Tahun 2016
TANGGAL : 27 Desember 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASlt TUGAS POKOK DAN FUNGSI DIMAS

DI LINGKUNGAN PEMBRINTAB KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATANKABUPATEN MAJALENGKA

...•••

SUTRlSIfO

BUPATIMAJALENGKA,
ttd

GUN. GUNM.D.,S.H ••M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

SBKRETARIS DABRAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

AHMAD'ODIKIN
Salinan sesuai dengan .Aslinya,
KEPALA RAGlAN HUKUMt

KEPALA DINAS

SEKRETARJAT

I
KElOMPOK JABATAN

I
FUNGSIONAL

I I 1

I I t
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN

I 1 I I UMUM KEUANGAN PEP

r I I
BIDANG BIDANG 81DANG BIDANG

KESEHATAN PRIMER KESEHATAN SEKUNDER SDM DAN PEMBERDAYAAN KEFARMASIAN DAN
MASYARAKAT KESEHATAN SARPRAS KESEHATAN

I I t I
SEKSJ SEKSI SEKSI SEKSI

PROMKESDAN - PEMBINAAN DAN - PERDINAN PRAKTEK - KEFARMASJAN -
PENCEGAHAN PENGEMBANGAN DANLEMBAGA
PENYAKIT MUTU PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

SEKSI 1-
SEKSI SEKSI SEKSl SARANA PRASARANA

FASILITASI JAMINAN ---.. PENANGGULANGAN PEMBINAANKESEHATAN KESEHATAN - ---
MASYARAKAT SEKSI

MASYARAKAT KESEHATAN PERIJINAN DAN
PENGAWASAN OIAT- -

08ATAN, MAKANAN DAN

I UPTDlli
MINUMAN

If



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 19 Tahun 2016
TANGGAL : 27 Desember 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUKAN'ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS'

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS

SEKRETARlAT
I

KElOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

~

t

SUB BAGIAN
PERENCANAAN

I

SUB BAGIAN
KEUANGAN

---l
SUB BAG IAN
UMUMDAN

KEPEGAWAIAN

SEKSI
PINDAH DATANG DAN I--

PENDATAAN
PENDUDUK

SEKSI
PERKAWINAN,
PERCERAIAN,

PERUBAHAN STATUS 1-'"

ANAKDAN
PEWARGANEGARAAN

-l--
BIDANG

PEMANfAATAN DATA
DAN INOVASI
PELAYANAN

"I

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

GUN GUN M.D •• S.RuM.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

SEKRETAlUS DAERAH
KABUPATEN MAJA%ENGKA,

~

AHMAD WODIKIN
Salinan sesuai denSan Aslinya,
KEPALA BAOIAN HUKUM,

!---

I---
SEKSI

PEMANFAATAN DATA
DANDOKUMEN
KEPENDUDUKAN

SEKSI
-KERJASAMA DAN

INOVASI PELAYANAN

r--

l---

I

SEKSI
PENGOLAHAN DAN
PENYAJIAN DATA
KEPENDUDUKAN

SEKSI
SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

..l-
BIDANG

PENGELOLAANINFORMASI
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

1-"-'-"

I
SEKSI

KELAHIRAN DAN
KEMAUAN

--1
BIDANG

PELAYANAN
PENCATATAN SIPIL

.....--
SEKSI

IDENnTAS
PENDUDUK

--l-
BIDANG

PELAYANAN
PENDAFTARAN
PENDUDUK

I



LAMPIRAN IV : PERATURAN SUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 19 Tahun 2016
TANOGAL : 27 Desember 2016
TENTANG : KEDUDUKAN. SUSUNAN ORGANISASI, 'rUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAR KABUPATEN MAJALBNGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KASUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SUB BAGIAN

UMUM
SUB BAGIAN
KEUANGAN I SUB:::IAN I

BIDANG
PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN DESA

SEKSI
PERENCANAAN DAN

EVALUASI
PEMBANGUNAN DESA

SEKSI
PENGEMBANGAN

KAPASITAS APARATUR,
ADMINISTRASI KEUANGAN

DAN ASET DESA

BIDANG
PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN

SEKSI
PEMBINAAN ADAT,

BUDAYA DAN SOSIAL

SEKSI ·
LEMBAGA

KEMASYARAKATAN

BIDANG
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

SEKSI
PENINGKATAN
KAPASITAS

MASYARAKAT

SEKSI
PENGUATAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT

BIDANG
PENGEMBANGAN
EKONOMIDAN

PEMBANGUNAN DESA

SEKSI
PEMBANGUNAN DAN
PEMEUHARAAN

INFRASTRUKTUR DESA

.SEKSI
PENGEMBANGAN

EKONOMI

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA.

".
AHMAD 88DIKIB

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM.

GUN GUN-M.D••.S.H., M.pd.
NIP. 19680327 199603 1 003



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 19 Tahun 2016
TANOGAL : 27 Desember 2016
TENTANG : KEDUDUKAN. SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DIMAS

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS

SU8BAGIAN
KEUANGAN

II DANG 81 DAN G BIDANG 8IDANG-PENGUATAN,PEMBSRDAYAAN PENINGKATAN KUALITAS PERLIN DUNGAN DAN" PELAYANAN KELUARGADAN PERLIN DUNGAN KEWARGA PEMENUHAN HAK ANAl< BERENCANA
PEREMPUAN

t

SEKSI SEKS! SEKSI SEKSI
PENINGKATAN KUALITAS PENGARUSUTAMAAN KESEJAHTERAAN ANAK PEMETAAN DATA KB -HIDUP PEREMPUAN GENDER

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PERLI NDUNGAN PENGUATAN PERLINDUNGAN ANAK PELAYANAN KB -PEREMPUAN KEWARGA SEJAHTERA

SEKSI SEKSI
INFORMASI, KERJASAMA KETAHANAN

DAN KELEMBAGAAN KELUARGA

BUPATl MAJALENGKA,

ttd

SVTRlSNO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEM MAJALENGKA,

""'".
AHMAD ffODIKIN

alinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA RAGlAN HUKUM,

~-
GUN GUN M.D •• 8.8 •• M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 19 Tahun 2016
TANGGAL : 27 Desember 2016
TENTANG : KEDUDUKANt SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FtJNGSI DINAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATBN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAJALENGKA

MAJALENGKA,

ttd

,UTRlSIfO

MAD SODIKIN
suai dengan AsIinya,
BAGIAN HUKUM,

ETARIS DAERAH
,TEN MAJALENGKA,~ ,

KEPALA DINAS

SEKRETARlAT

I I
1 1 I

KELOMPOK JABATAN
SUBBAGIAN SUB BAG IAN SUB8AGIANFUNGSIONAL

I I I UMUM KEUANGAN PEP
I f I I

I I I I

BIDANG BIDANG BIDANG BJDANG
TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PERI KANAN

PERKEBUNAN

I I I I
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI

PADI DAN SARPRAS - HORnKULTURA DAN PENGEMBANGAN - PERIKANAN BUDIDAYA i'--
SARPRAS I--- PETERNAKAN

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI-PALAWDA DAN SARPRAS PERKEBUNAN DAN PEMEUHARAAN - PENGEMBANGAN USAHA -
SARPRAS - -KESEHATAN PERIKANAN

SEKSI
PENGEMBANGAN -

W
USAHA

UPT 1
GUN GUN M.D •• S.H •• M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1003



LAMPIRAN VII: PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 19 Tahun 2016
TANGGAL : 27 Desember 2016
TENTANG : KEDUDUKAN. SUSUNAN ORGANISASlt TUGAS POKOK DAN FUNGSI DJNAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORQANlSASI
DIMAS PERDAGANGAN KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BlDANG
PENGEMBANGAN
PERDAGANGAN

BIDANG
PENGENDALIAN DAN

PENGAWASAN PERDAGANGAN

SUB BAG IAN
UMUM

8!DANG
PENGELOLAAN
PASARPEMDA

SUBBAGIAN
KEUANGAN

BIDANG
PENGEMBANGAN PASAR

MODERN DAN PASAR DESA

SUB BAG IAN
PEP

SUPATI MAJALMGKA,

ttd

SUTRtSNO
SEKSI

DISTRIBUSI DAN
PROMOSI

SEKSI
PENGELOLAAN PAJAK

DAERAH

SEKSI
DALWAS HARGA DAN
BARANG KEBUTUHAN

POKOK

SEKSI
PERUNDUNGAN
KONSUMEN DAN

PENGAWASAN BARANG
SPESIFIK

SEKSI
SARPRAS PASAR

SEKSI
PENGELOLAAN
RETRIBUSI

SEKSI
PENGELOLAAN PASAR

SEKSI
BINA PASAR MODERN

DAN LAINNYA

SEKSI
BINA PASARDESA

SEKSI
PENGELOLMH PAJAK

DAN
RETRIBUSI DAERAH

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENOKA

AHMAD SODIKIN
Salinansesuai dengan Asliny~
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN VIII: PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 19 Tahun 2016
TANGGAL : 27 Desember 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATItN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KA~UPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS.

I
SEKRETARIAT

-,

KELOMPOK JABATAN
I J

FUNGSIONAL SUB8AGIAN SUBBAGIAN

I I I UMUM PEP
t J I 1

I I

BIDANG
I BIDANG BIDANG

PENGEMBANGAN PELAPORAN DAN PELAYANAN PERIZINAN
PENGENDAUAN

PENANAMAN MODAL PENANAMAN MODAL TERPADU

I t . ~.

I

SEKSI SEKSI
PEMETAAN POTENSI - PENGENDALIAN I-

SEKSI -
I NVESTASI PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERlZlNAN

SEKSI SEKSI SEKS!
PROMOS! DAN 1- DATA DAN PELAPORAN I-- DOKUMENTASI !--

INFORMASI PENANAMAN MODAL PERlZlNAN

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

GUN GUN M.D •• S.HuM.Pd.
NIP. 19680327 199603 1003



LAMPmAN IX : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 19 Tahun 2016
TANGGAL : 27 Desember 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS

DI LINGKUNGAlf PEMERINTAH KABUPATEN' MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIMAS SOSIAL KABUPATEN MAJALENOKA

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

I I
KElOMPOK JABATAN f I

FUNGSIONAL SUBBAGlAN SUBBAGIAN
I I I UMUM PEP
I I I I

r I
BIDANG 81DANG BIDANG

PEMBERDAYAAN DAN PERUNDUNGAN DAN PELAYANAN
REHABILITASI SOSIAL JAMINAN SOSIAL BENCANA

I I ' I
SEKSI SEKSI SEKSI

PEMBERDAYAAN - PENDATAAN DAN PENYEDIAAN
SOSIAL PEMBERDAYAAN FAKIR ""'-- PENYALURAN DAN

MISKIN KEBUTUHAN DASAR ~
SEKSI DAN PEMUUHAN.

REHABILITASJ SOSIAL --- KOReAN
SEKSI

3AMINAN SOSIAL ~
SEKSI SEKSl

PEMBlNAAAN DAN BINA MASYARAKAT -PEMBERDAYAAN KARANG 1- TANGGAPBENCANATARUNA SEKSI
PENANGANAN PMKS -

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJ~ENGKA,.

ASMAD SODIKIN
Salinan sesuai dengan Aslinya,
KBPALA BAGIAN HUKUM.

~-
GUN GUN.M.D •• HS.H•• M,Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003



LAMPIRAN X : PERATURAN SUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 19 Tahun 2016
TANGGAL : 27 Desember 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANlSASI
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA

ttd

SUTRISIfO

'URM.D•• 8.8 ••M.Pd.
680327 199603 1 003

~TIMAJALBNGKA,

AHMAD SODIKIN
sesuai dengan A~linya,

'ALABAGIAN HUKUM,

,KRETARIS DAERAH
tATER MAJALENGKA,

~.

KEPALA DINAS
SEKRETARIAT

~ I
I I

KELOMPOK JABATAN SUB BAGIAN SUBBAGIANFUNGSIONAl UMUM PEP
I I J I
I I I I

I I BtJ

BIDANG BIDANG BIDANG
PELA YANAN TENAGA PEMBINAANDAN PERIN DUSTRIAN

KERJA PENGAWASAN HUBUNGAN

I
INDUSTRIAL

I t
SEKSl SE

PEMBINAAN PENGAWASAN SEKS! SEKS! KAB1J
- LEMBAGA KETENAGAKERJAAN PEMBINAAN HUBUNGAN PERENCANAAN DAN.....•••. -INDUSTRIAL PENGEMBANGANINDUSTRI

~

SEKSI SEKSI SEKSI
PENDATAANPENYALURAN PENGAWASAN HUBUNGAN - PELAPORAN DAN EVALUASI - Salina- DAN PENANGANAN MASALAH INDUSTRIAL IN DUSTRI KEP

TENAGA KERJA

SEKSI
PELAYANAN -DAN - <:::

PENANGANAN IMTA DAN GUN_
RETRIBUSI ORANG ASING NIP. 19



LAMPIRAN XI : PERATURAN SUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 19 Tahun 2016
TANGGAL : 27 Desember 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS BlNA MARGA DAN -CIPTA KARYA KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS

KELOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG
BINAMARGA

SEKSI
JALAN

SEKSI
JEMBATAN

SEKS!
PERENCANAAN DAN
PENGAWASAN JALAN

DAN JEMBATAN

BIDANG
TATARUANG

SEKSI
PERENCANAAN DAN
PEMANFAATAN TATA

RUANG

SEKSI
PENGAWASANDAN
PENGENDAUAN
TATARUANG

SUBBAGIAN
UNUM

SEKRETARIAT

BIDANG
TATA BANGUNAN

SEKSI
PELAYANAN

PERENCANAAN
BANGUNAN

SEKSI
PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
BANGUNAN

SUB BAGIAN
PEP

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

SEKRETARIS DABRAH
KABUPATBN MAJALBN'GKA,

~

AHMAD SODIKIR
Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUMt

~~
GUN GUNM.D •• S.H •• M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003



LAMPIRAN XII.: PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 19 Tahun 2016
TANGGAL : 27 Desember 2016
TENTANG : KEDUDUKAN. SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINASPERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN MAJALBNGKA

;UTRISNO

MAJALENGKA,

ttd

ARlSDAERAH
EN MAJALENOKA.

MAD S'ODIKIR
.uai dengan. Aslinya,
BAGIAN HUKUM,

t 1
<:::::: ~ vc:c:

GUN GUN MeD •• S.H •• M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAG IAN
PEP

SEKSI SEKSI
FASILlTASJ

PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN

SEKSI

PERU MAHAN
SARPRAS

OPERASI IRIGASI

MASYARAKAT
PERMUKlMAN

SEKSI
SEKSJ

SEKSI

PEMBANGUNAN
PENGELOLAAN

PEMBANGUNAN DAN

PENGEM8ANGAN
SUMlER DAYAAIR

PEMELIHARAAN

PERUMAHAN

IRIGASI

KELOMPOK
FUNGSI



LAMPIRAN XIII : PERATURAN SUPAT! MAJALENGKA
NOMOR : 19 Tahun 2016
TANGGAL : 27 Desember 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIMAS PEMUDA DAN OLAR RAGA KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAl

BIDANG
KEPEMUDAAN

SEKSI
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
KEPEMUDAAN

SEKS!
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN

ORGANISASI KEPEMUDAAN
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